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jama’ah
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ABSTRAK

Ulum, Miftakhul. 2024. Perbandingan Rekrutmen Hakim
Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H

rekrutmen hakim Mahkamah
terlaksana dengan baik,
secara jelas mengatur

Prinsip-prinsip mekanis
Konstitusi di Indonesia
dikarenakan undang-u
parameter mekanis

Berbicara men k|m Mahkamah
Konstitusi, di ng dianggap
sebagai ne i kan proses

rekrutmen i. aan latar
belakang

otoriter, _sehingg
adilan.

litian ini'menjelas
proses rekrutme
i menggunakan j
an hukum dari

kontitusi.
normatif.

komparatif, dan hukum dengan
mengumpulkan | udian data dikaji
menggunakan metode teknik analisis preskrlptlf

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan
sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman dan
Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan di
antara keduanya adalah pengajuan hakim Mahkamah
Kontitusi diajukan oleh lebih dari satu lembaga negara.
Perbedaaan rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di kedua
negara dapat dilihat dalam mekanisme proses rekrutmennya.
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Adapun akibat hukum dari proses rekrutmen hakim
Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman dari
persamaannya adalah penguatan independensi lembaga
peradilan. Selanjutnya di lihat perbedaannya adalah Proses dan
Mekanisme Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Saran yang diberikan penulis adalah Setiap lembaga
pengusul yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
dan MA (Mahkmah Agung) membuat meknaisme penjaringan
hakim Mahkamah Kontitusi mengintegrasikannya dengan
sistem merit yang handal sional. Presiden dan DPR
melakukan revisi und kamah Konstitusi, dan
membuat peraturan j

upaya mem proses
rekrutmen i enentukan
batas wak i publik.

Kata Kun , Jerman, Rekrut a ahkamah
Kontitusi, um,pemisahan ke
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ABSTRACT

Ulum, Miftakhul. 2024. Comparison of Recruitment of
Constitutional Court Judges in Indonesia and Germany.
Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of
Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.

Ayon Diniyanto, M.H
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The research
conceptual ap al materials by
collecting relevant I|terature Then the data is reviewed using
prescriptive analysis techniques.

The results of this study indicate that the comparison
of the recruitment system for Constitutional Court judges in
Germany and Indonesia has differences and similarities. The
similarity between the two is that the submission of
Constitutional Court judges is submitted by more than one
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state institution. The difference in the recruitment of
Constitutional Court judges in the two countries can be seen
in the mechanism of the recruitment process. The legal
consequences of the recruitment process for Constitutional
Court judges in Indonesia and Germany from the similarities
are the strengthening of the independence of the judicial
institution. Furthermore, the differences are seen in the
Process and Mechanism for Selecting Constitutional Court
judges.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi di suatu negara memiliki
peranan yang sangat penting bagi berlakunya konstitusi di
suatu negara. Di Indonesia sendiri sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dgsar 1945 pasal 24 c ayat 1
menjelaskan terkait t wewenang Mahkamah
Konstitusi yaitu me a tingkat pertama dan
terakhir, dan

memutus
rkan pada
Dasar,. dan putusan
iden dan.wakil pr
Pasal. 24C. ayat

atakan bahwa

bentuk
pengawasan dalam  sistem
ketatanegaraan. Adanya pengawasan dan keseimbangan
memungkinkan  satu  cabang  kekuasaan  untuk
mengendalikan dan membatasi cabang kekuasaan lainnya.
Pengangkatan hakim oleh ketiga lembaga negara tersebut
dimaknai sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan
terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi,
pemberian kewenangan usulan tersebut tidak dapat

1



dimaknai sebagai perwujudan atau perluasan lembaga yang
diusulkan.t

Mengingat kapasitas dan wewenang hakim
Mahkamah Konstitusi yang begitu besar, maka dalam
proses rekrutmennya dé@@stikan dilaksanakan secara
transparan, partisipati akuntabel sebagaimana

Mahkamah
ghan hakim
dilakukan
seleksi . yang kuntabel,

erbuka oleh ma lembaga
negara. a berapa tahapan d rekrutmen
hakim ontitusi-di-Indone tahap: (1)

pembe
penda

itia seleksi;

A

Mahkamah ebatan di dalam
masyarakat.® prinsip-prinsip
mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dengan baik,
dikarenakan undang-undang belum secara jelas mengatur
parameter mekanisme seleksi yang transparan, dan

! Saldi Isra dan Januari Sibotang, “Pengisian Jabatan Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi”’ (Jakarta: Tahir Foundation, 2016), him.
339

2 Endang,M.Ikbar Andi, dkk, “Peraturan Mahkamah Agung
Tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan, dan Pengajuan Hakim Kontitusi
Oleh Mahkmah Agung”, (Jakarta:Litera, t.th”), hal 151

8 Rezky Hasibuan, “Penerapan Asas Independensi Dalam
Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia”, (Skripsi, Jakarta, 2020), hal 2



akuntabel terhadap hakim Kkonstitusi, padahal proses
rekrutmen ini  merupakan faktor penting dalam
penyelenggaraan ketatanegaraan.* Pengangkatan hakim
konstitusi disinyalir merupakan materi yang bersifat open
legal policy® yang mem kewenangan kepada DPR,
MA, maupun Presi membuat kebijakan.
Implementasi dinilai  sangat
disayangkan, j

proses
tusi, di ‘[Eropa te

tercatat terkait
dengan pelan si peradilan di
tingkat internasional dan tingkat Eropa.” Mahkamah
Konstitusi Federal Jerman merupakan pengadilan tingkat
pertama dan terakhir. Keputusannya mengikat badan

4 Rezky Hasibuan, “Penerapan Asas Independensi Dalam
Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia”, (Skripsi, Jakarta, 2020), hal 2

> Pendapat Mohammad Fajrul Falaakh dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI1/2014, h. 62.

6 Rezky Hasibuan, “Penerapan Asas Independensi Dalam
Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia”, (Skripsi, Jakarta, 2020), hal 2

" Aung, Nge, Nge, “Composition Of The German Federal
Constitutional Court”. LESIJ NO. XXVII, VOL. 2/2020, hal 111



legislatif negara bagian dan federal serta semua pengadilan
lainnya. Mahkamah Konstitusi Federal juga berwenang
untuk membubarkan partai politik, menyelesaikan
perselisihan antara negara bagian dan pemerintah federal
serta berfungsi sebagai pengadilan untuk pemakzulan
presiden dan hakim.®

Berdasarkan Law on the Federal
Constitutional ang  Mahkamah
Konstitusi £ dari undang-

rtema memiliki t enangani
k-hak. dasar (ba edangkan
liki fungsi untuk masalah-
olitical ' senate), elesaikan
sional / (constitu ew) dan

-undang secara ab
ngikat. Rekrutmen hakim Mahkmah

Kontitusi Jerman dilakukan meIaIU| dua kamar y yaitu
Bundestag dan Bundesrat embaga
mengajukan _'I mah Kontitusi.
Pemilihan hakim-hakim ini dilakukan dengan cara yang
sangat terstruktur untuk memastikan keseimbangan dan
independensi. Syarat menjadi hakim konstitusi paling
sedikit sudah menjalankan tanggung jawabnya selama 3

8Federal Constitutional Court.
https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das
gericht_node.html di akses pada hari Minggu, 27 Oktober 2024
Pukul 21.00

9 Streinz, Rufolf, “The Role of the German Federal Constitutional
Court Law and Politics”, 22014, hal 97



https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das%20gericht_node.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das%20gericht_node.html

tahun di Mahkamah Agung, sedangkan masa jabatan hakim
12 tahun, walaupum telah memasuki usia pensium.©
Pembentukan Mahkamah Kontitusi di kedua negara
yaitu Indonesia dan Jerman memiliki kesamaan dalam hal
pengalaman masa lalu. Mahkamah Konstitusi Indonesia
lahir setelah kejatuha baru, dan memasuki era
reformasi. Sebelu tidak ada lembaga
u kontitusionalitas
sengketa
mendirikan
ni  kasus
Kontitusi
di bawah
lembaga

; di. mana
apat membatasi
k individu. Hal
a Hailbronner

h Kontitusi Jer

dalam lagi krutmen hakim
Mahkmah Konstitusi
judul” Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah
Konstitusi di Indonesia dengan Jerman.”

B. Rumusan Masalah

10 Jimly Asshiddigie. “Pengantar llmu Hukum Tata Negara.
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R1”, (Jakarta.
2006), Hal 34

11 Hailbronner, Michaela, “Rethinking the rise of the German
Constitutional Court: From anti-Nazism to value formalism”, (/«CON
(2014), Vol. 12 No. 3, 626-649, 2014), hal 627



Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana perbandingan rekrutmen Hakim Mahkamah
Konstitusi di Indonesia dengan Jerman?
2. Bagaimana akibat hukum dari proses rekrutmen hakim
Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah:
1. Menjelaskan  perbangipgan  rekrutmen  Hakim
Mahkamah Konstit esia dengan Jerman.
2. Menjelaskan aki ses rekrutmen Hakim

oritis dari-rencan ni sebagai
kademis,  hasil lisan ini
pu”untuk-'menj andingan
im Mahkamah K Indonesia

n dalam tulisan ini

E.
an tugas akhir ini
adalah
1. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (Separation of
Powers)

Berdasarkan gagasan trias politika yang
dikemukakan olen Montesquieu, sebagaimana yang
telah di kutip oleh Jimly, Asshiddigie menjelaskan
bahwasannya kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga



cabang yaitu cabang legislative, cabang eksekutif, dan
cabang yudikatif'2. Ketiga lembaga tersebut memiliki
kewenangannya masing-masing. Pada setiap cabang
kekuasaan dalam pelaksaan fungsinya harus dibatasi
dan tidak boleh melanggar dengan aturan hukum yang
ada, selain itu Kketi ng kekuasaan ini harus
mandiri, tidak ad di perbolehkan untuk
ga dapat dilakukan

, baik itu
ini sesuai
3. Bentuk
apat-di lihat.dari erdekaan
iman yang memb an hukum
i peradilan. Dala , baik dari
aupun dari prak
an kehakiman m

alam artian in1 yaltu sesuai dengan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
setiap pengimplementasiannya harus sesuai dengan
rambu-rambu pengawasan, dan peraturan-peraturan

12 Jimly Asshiddigie, “Pengantar llmu Hukum Tata Negara,
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R1”, (Jakarta,
2006), him 34

13 Ppujiyono, “Rekonstruksi Peradilan Pidana Indonesia dalam
Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Masalah-Masalah
Hukum?, Vol. 41, No. 1, Januari 2012, h. 125



yang sifatnya prosedural atau hukum acara yang
memberikan kemungkinan dapat diajukan upaya
hukum.** Disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman
diartikan sebagai kekuasaan yang memberikan
kebebasan dalam hal peradilan, tetapi dengan adanya
batas-batas dan keten ang telah ditetapkan sesuai
dengan Undang-

, yang artinya
rir atau jabatan rena ada
a, teman dekat ata itic, tetapi
cara-carayang pr rdasarkan
ividu yakni in netralitas,
tegritas.'® Tujua rit adalah
ber daya manusi

berintegritas, maka harus memenuhi beberapa prinsip
marit, salah satunya dengan melakukan rekrutmen

14 Rezky Hasibuan, “Penerapan asas Independensi dalam
Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia,” (Skripsi, Jakarta, 2020)

15 Mayisaroh, Imelda, “Penerapan Merit System Dalam Manajemen
Pemerintahan Di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak”, (Skripsi: UIN
Sultas Syrif Pekanbaru, 2021), Hal 17



seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka

dan adil .16

F. Penelitian yang Relevan
Sebagai upaya untuk menghindari dari kesamaan
dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap

penelitian terdahulu yang

Beberapa penelitian y3
N
0

Nama/J

ersamaa

Samad

penelitian
iniradalah
sama-
sama
membaha
s terkait
dengan
proses
rekturme
n hakim

aitan dengan penelitian ini.

ggap relevan, diantaranya:
Pembaharu
an

edaa

embaharu
dari
elitian

neliti
lu
me a
S
rek
n
kon
di
Ind
saja
sedap

)andingk

elitian
dahulu
alah

objek

S’

0 WT

UCTIUa

membandin
Jaith gkan proses
membaha | rekrutmen
S hakim
rekrutme | konstitusi
n hakim | di dua
konstitusi | negara

16 “Rules and Regulations of Classified Service for Santa Monica

Community

College

District”,

https://admin.smc.edu/administration/human-resources/personnel-

commission/about-merit-rules.php diakses pada hari Jumat, 1 November

2024 Pukul 11.30 WIB


https://admin.smc.edu/administration/human-resources/personnel-commission/about-merit-rules.php
https://admin.smc.edu/administration/human-resources/personnel-commission/about-merit-rules.php

10

konstitusi

di yaitu
Indonesia | Indonesia
dan dan Jerman
jerman
Syahputra | Persamaa | Penelitain | Pembaharu
Dedy, dan | n tedahulu | an dari
Joelman penelitian | lebih penelitian
Subaidi ini adalah | terfokus | ini adalah
(2021) pada tidak hanya
dengan keduduka | menjelaska
judul n terkait
dengan

proses

Indonesia

dengan
Indonesia | Jerman
saja.
Nashiha Kesamaa | Perbedaa | Pembaharu
Ulya n kedua | n an
(2021) penelitian | penelitian | penelitain
dengan ini adalah | ini adalah | ini  yaitu
judul bahwa jika penelitian
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penelitian
Kekuasaan
Kehakima
n Dalam
Sistem
Ketataneg
araan

Di
Indonesia
Dan
Maroko

Paniji
Perdana
(2020)
dengan
judul
penelitian
Penerapan
Asas

kedua
penelitian
ini
berbicara
tentang
kekuasaa
n
kehakima

penelitian
ini adalah
sama-
sama
mengkak]j
i terkait
dengan

penelitian
terdahulu
membaha
s terkait
kekuasaa
n
lembaga
kehakima
n  yang
meliputi

ini  tidak
hanya

menjelaska
n terkait
dengan

kekuasaan
kehakiman
saja, tetapi
mencangku
p  proses
rekrutmen
hakim

Mahkamah
Konstitusi.

keduanya
adalah
penelitian
terdahulu
hanya
membaha
s terkait

Pembaharu
an
penelitian
ini adalah
tidak hanya
menjelaska
n terkait
rekrutmen
hakim
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Independe
nsi Dalam
Rekrutme
n Hakim
Konstitusi
Di
Indonesia

proses
pengisian
hakim
Mahkam
ah
Konstitus
i

Indonesia

rekrutme
n hakim
Mahkama
h
Konstitus
i di
Indonesia

sedangka

Mahkamah
Konstitusi
yang hanya
dilihat dari
asas
independen
si, tetapi
juga dilihat
dari  asas
transparans
i dan
partisipasi.

judul
penelitian
kajian
hukum
mengenai
pengangka
tan hakim
konstitusi

Persamaa

sama
menjelas
kan
terkait
dengan
proses
pengangk

hanya
menjelas
kan
terkait
dengan
proses
pengangk

ini adalah
subjek
peneltian
lebih luas,
tidak hanya
pengangkat
an hakim
Mahkamah
Konstitusi
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oleh atan atan yang hanya
Presiden hakim hakim dilakukan
ditinjau Mahkam | Mahkama | presiden
dari ah h tapi lebih
prinsip Konstitus | Konstitus | luas lagi
transparan | i i yang yaitu
si dan hanya Presiden,
partisipasi dilakukan | Mahkamah
Agung, dan
DPR.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian
hukum normative atau doktrinal. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Terry Hutchinson, dan Nigel James
menyebutkan bahawasannya penelitian hukum doctrinal
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adalah sebagai proses yang berfokus pada analisis
terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, konsep-
konsep, dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi,
dan mensistematisasi hukum yang ada.*’
Penelitian atif digunakan untuk
ai aspek, mulai dari
js, struktural dan
ilnya.’® Dalam

normatif
naran dari
tidak hanya seb peraturan
ngan  Saja, atau positive

masih
yang sedang
. Penggunaan pendekatan Undang-
Undang, peneliti dapat menyusun gambaran yang
komprehensif tentang bagaimana konstruksi hukum
yang ada mempengaruhi proses rekrutmen hakim

17 Hutchinson, Terry, dan Nigel James, “Defining and Describing
What We Do: Doctrinal Legal Research”, 2012, hal. 101

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,” Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Rajawali Presss, 2001), h. 13-14

19 Johnny lbrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif”, (Malang: Bayumedia, 2013). hIm. 57

20 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Kencana Prenada
Media Group. Jakarta. 2021), Hal 136
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Mahkamah Konstitusi, baik di Indonesia maupun di
Jerman.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
memberikan analisis yang mendalam dan terstruktur
tentang sistem hukum vyang sedang dilakukan.
Konstruksi hukum penelitian ini akan dilihat melalui
berbagai sumber hukum yang relevan, yaitu: Undang-
Undang Dasar donesia Tahun 1945,
ahun 2003 yang

ng- Undang No.
lagi menjadi
perubahan

Federal
ahkamah
Jerman
berbagai
ait dengan

yang | diteliti.
edur seleksi, sert
calon hakim.
paratif

I perbandingan
y tara negara satu
dengan negara lainnya.?> Dalam penelitian ini
membandingkan undang-undang atau peraturan
terkait dengan perekrutmen hakim Mahkamah
Konstitusi Indonesia dengan Jerman dan membuat
hasil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

21 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2021), him 172



16

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan  konseptual adalah  metode
penelitian yang berfokus pada konsep-konsep atau
teori-teori hukum yang relevan dengan masalah
penelitian yang sedang dikaji. Pendekatan ini
bertujuan untuk memperjelas, mengklarifikasi, dan
memahami konsep-konsep hukum dengan lebih
mendalam sehingga dapat _memberikan landasan
teoritis yang kuat untuk analisis hukum yang
dilakukar%'%engan pendekatan konseptual, peneliti
tidak hanya fokus pada aturan tertulis tetapi juga pada
ide_dan prinsip yang mendasari peraturan ini,
sehingga dapat memberikan pemahaman lebih

mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana dan
mengapa peraturan: doktrin kru Hakim
a onstitusi.
3. Bah uk
a. h primer
Ba hukum . prime e yai  sifat

itu memiliki wewe

penulisan ini

sebagai berikut.

1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, vyaitu
Konstitusi Republik Indonesia yang menjadi dasar
hukum tertinggi dan mencakup aturan dasar
tentang Mahkamah Konstitusi;

22 peter Mahmud Marzuki, “’Penelitian Hukum”, (Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2021), him 177-180

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana,
Media Group, Jakarta, 2021 him. 184-195.
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2) Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Jerman),
yaitu konstitusi Jerman yang mengatur dasar-dasar
negara dan termasuk ketentuan tentang Mahkamah
Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht);

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yaitu peraturan yang
mengatur pembentukan, fungsi, kewenangan, serta
prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia

hun 2020 perubahan

. 24 Tahun 2003

rnakan aturan

(Undang-
ahkamah Konst Jerman),
ang-undang khu mengatur
uktur, fungsi, dan ahkamah
federal di Jerman
Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi
mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen
-resml éerundang -undangan atau kasus hukum. Bahan
hukum_sekunder meliputi berbagai_jenis_publikasi
‘yang membahas atau menjelaskan hukum, meliputi
buku““\’artikel jurnal
hukum, san pengadilan.
Bahan hukum sekunder mempunyai fungsi sebagai
pelengkap bahan hukum primer?*
Bahan hukum sekunder yang digunakan

peneliti meliputi buku, literature hukum, artikel
ilmiah, jurnal hukum, pendapat dan analisis ahli

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2021 h. 181-195
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hukum, skripsi, tesis, disertasi, dokumen dan
publikasi pemerintah, sehingga penelitian ini
memiliki kajian pustaka yang relevan dan mumpuni.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Adapaun teknik pengumpulan bahan hukum yang
peneliti gunakan adalah:

a. Inventarisasi, yaitu metode yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat
semua bahan hukum yang relevan dengan penelitian

atau analisis hukum tertentu. Proses ini dilaksanakan
dengan membuat daftar seluruh buku, artikel, tulisan,
dan peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan enyelesalan masalah.

tur dan
men elom okkan data Me rdasarkan
rtentu yang telah
matis. « Klasifik
tu memudahkan p
Bahan Hukum

dukung temuan
penelitian Argumen  ini
memberikan pandangan atau penilaian terhadap benar
atau salah berdasarkan hukum mengenai fakta atau
peristiwa hukum dari hasil penilaian.

H. Sistematika Penulisan
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Sistematika penulisan ini memuat lima bab, yang
terdapat di dalamnya memuat subbab secara tersendiri,
ditulis sebagai beriktu:

Bab | memuat antara lain Pendahuluan, yang berisi
latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan
penelitian, kegunaan serta manfaat penelitian, penelitian
sebelumnya yang relevan sebagai acuan perbedaan dan
persamaan dalam penulis gas akhir ini, kerangka teori
dan langkah-langka ini serta sistematika
penulisan.

Bab Il p j jian pustaka yang
menganalisis
ini sangat

dan

eliti [“menjelaska ai proses

Mahkamah ko [ ada di
an.

ini peneliti memb nai akibat

bulkan /dari pro en hakim

Si.

tup, péneliti meniontEEIRERRIANEY
saran,_dan Tt asi. Penutup dalam skripsi adalah

bagian terakhir yang Dberfungsi untuk merangkum
keseluruhan isi penelitian dan memberikan kesimpulan
serta saran berdasarkan hasil penelitian_.'




BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Perbandingan sistem rekrutmen hakim Mahkamah
Konstitusi di Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan dan
persamaan. Persamaan di antara keduanya adalah
pengajuan hakim Mahkamah Kontitusi diajukan oleh lebih
dari satu lembaga negaraggRerbedaaan rekrutmen hakim
Mahkamah Kontitusi di gara dapat dilihat dalam
mekanisme prose i Indonesia lembaga

n  transapran
an ‘merupakan n
dan m dikator _dalam p
Kontitusi yang di
an (Separation of
at hukum dari pr en hakim
itusi di Indonesia

dan Mekanis ah Konstitusi, di
Indonesia dil negara terdapat
potensi pengaruh politik dalam pemilihan hakim
Mahkamah Kontitusi, yang dapat memengaruhi persepsi
publik terhadap independensi dan imparsialitas hakim.
Jerman, pemilihan dilakukan dengan mayoritas dua pertiga
suara. Proses ini cenderung lebih mengedepankan
konsensus politik antara berbagai partai. Akibat hukumnya,
pemilihan hakim di Jerman dapat mencerminkan

20



keseimbangan politik yang lebih luas. Kelebihan akibat
hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi
di Indonesia dengan Jerman adalah Keseimbanngan
kekuasaan (Check and balances). Kekurangannya adalah
Potensi pengaruh politik dalam proses seleksi.

B. Saran
Berdasarkan paparan djatas penulis ingin memberikan
beberapa saran, diantar iU

1. Setiap lembaga

rekrutmen hakim
imbangan ‘beber
as waktu konsen
ik. Hal ini akan n bahwa
n tetap transapran, i menjaga
densi hakim Mah titusi.
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........................... )

yang berjudul :
Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Jerman

beserta perangkat yang diperiukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-mediafformat-kan,

mengelolanya  dalam  bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya,  dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H.

Saya bersedia untuk menanggung
la bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak

Abdurrahman Wahid Pekalongan, sega
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.
 Pekalongan § November 2024
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NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD



